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Abstrak

Tujuan penelitian mengetahui determinan kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo.
Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Data yang digunakan adalah primer dengan menyebarkan
kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo. Jumlah populasi sebesar 600.008. Teknik
pengambilan sampel dengan rumus slovin sehingga diperoleh 100 wajib pajak orang pribadi. Alat analisis yang
digunakan SPSS. Teknik analisis meliputi uji instrumen data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda,
serta uji hipotesis. Dari hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa variabel independen yang meliputi insentif pajak,
kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi, sedangkan E-Billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Kata Kunci: Insentif pajak, Kesadaran wajib pajak, Sanksi pajak, E-Billing, Kepatuhan wajib pajak

Determinants of Taxpayer Compliance at KPP Pratama Sukoharjo

Abstract

The research objective was to determine the factors that influence individual taxpayer compliance at KPP Pratama
Sukoharjo. This research uses quantitative methods. The data used is primary by distributing questionnaires to
individual taxpayers at KPP Pratama Sukoharjo. Total population of 600,008. The sampling technique uses the
slovin formula so that 100 individual taxpayers are obtained. Analysis techniques include data instrument testing,
classical assumption testing, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing. The results of the
hypothesis test show that the independent variables which include tax incentives, taxpayer awareness, and tax
sanctions have a positive and significant effect on individual taxpayer compliance, while E-Billing has no effect
on individual taxpayer compliance.

Keywords: Tax incentives, Taxpayer awareness, Tax sanctions, E-Billing, Taxpayer compliance

PENDAHULUAN

Pandemi Covid-19 memberikan dampak yang besar bagi perekonomian di Indonesia, salah satu bidang
terdampak yaitu perpajakan. Pandemi menyebabkan penerimaan pajak negara mengalami penurunan yang
berdampak pada 1) perlambatan pertumbuhan ekonomi, dan 2) penurunan penerimaan negara sehingga diperlukan
langkah penyelamatan kesehatan keuangan dan perekonomian guna mendukung peningkatan belanja negara serta
pembiayaan. Pemerintah melakukan berbagai strategi dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak, salah
satunya dengan insentif pajak. Strategi tersebut diharapkan dapat mempermudah wajib pajak dalam membayar
pajak.

Strategi insentif pajak belum dapat berjalan optimal dikarenakan tingkat kesadaran wajib pajak masih
tergolong rendah. Menurut data dari Kantor Pratama Pajak (KPP) Pratama Sukoharjo, Sukoharjo menjadi urutan
ketiga dalam sumber penerimaan pajak terbesar di Kanwil DJP Jawa Tengah Il yang mencapai Rp 1,36 trilliun
pada tahun 2018. Namun, realisasi penerimaan pajak tahun 2020 di KPP Pratama Sukoharjo lebih rendah
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dibandingkan tahun 2018 dan 2019. Padahal, jumlah wajib pajak (WP) setiap tahun mengalami peningkatan.
Namun sebaliknya, penerimaan pajak di KPP Pratama Sukoharjo dari tahun 2018 sampai 2020 mengalami
penurunan.

Salah satu yang mendorong peningkatan kepatuhan pajak WP yaitu pelayanan. Untuk memberikan
kenyamanan bagi wajib pajak, pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah menyediakan layanan berbasis online
melalui E-Billing. Sistem ini dikelola oleh biller DJP dan menerapkan billing system. Dengan menggunakan E-
Billing, wajib pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak secara lebih cepat dan lebih akurat, dan
pembaruan secara real-time. Berikut disajikan data pengguna E-Billing di KPP Pratama Sukoharjo.

Tabel 1. Data Wajib Pajak Orang Pribadi yang Menggunakan E-Billing di KPP Pratama Sukoharjo

Tahun Manual Persentase E-Billing Persentase
2018 48.465 82,07% 10.587 17,93%
2019 33.811 63,19% 19.695 36,81%
2020 12.764 21,76% 45.868 78,24%

Dari data diatas, dapat dinilai bahwa wajib pajak yang menggunakan fasilitas E-Billing mengalami
peningkatan pada rentang 2018 sampai 2020. Namun di sisi lain, kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak
tidak mengalami perubahan yang signifikan. Fakta tersebut tentu menjadi sebuah tantangan bagi DJP untuk
mendorong peningkatan kesadaran wajib pajak di masa mendatang.

Tabel 2. Data Keterlambatan Pembayaran Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Sukoharjo

Tahun SPT Masa SPT Tahunan
2018 4.149 2.031
2019 7.538 6.706
2020 7.803 8.991

Berdasarkan tabel 2 dapat dinilai tingkat kesadaran wajib pajak masih rendah sehingga KPP Pratama
Sukoharjo meberikan sanksi yang sesuai di peraturan Undang-Undang KUP 2007 Pasal 7 ayat (1). Pada tahun
2015 diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 91/2015 tentang Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi
Administrasi Atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan Surat Pemberitahuan, dan
Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. PMK tersebut menyusun mekanisme tentang penyesuaian
sanksi administrasi, yang dalam hal ini terdiri dari 1) kantor pajak terlebih dahulu akan mengeluarkan surat tagihan
pajak (STP), 2) Wajib pajak (WP) mengajukan mengajukan permohonan keringanan atau penghapusan denda
pajak kepada KPP pratama sesuai dengan nilai yang tercantum di STP. Aturan tersebut berlaku untuk semua wajib
pajak orang pribadi dan badan. Oleh karena itu, hal ini merupakan kesempatan bagi WP untuk melapor dan
membayar sesuai dengan aturan yang ada.

Siregar (2017) menjelaskan bahwa kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi akan mengakibatkan
meningkatkan kepatuhan WP kepada kewajiban perpajakan sehingga kesadaran wajib pajak berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan Atarwaman ( 2020) menunjukkan bahwa kesadaran wajib
pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Di sisi lain, Rahayu (2017) menyampaikan sanksi
pajak memiliki pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan, Lazuardini et al (2018)
menunjukkan bahwa sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Lebih lanjut,
Pradnyana & Prena (2019) menyatakan terdapat pengaruh positif dan signifikan e-billing terhadap kepatuhan
wajib pajak. Sedangkan Arifin & Syafii (2019) menyatakan bahwa penerapan e-billing tidak berpengaruh
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui determinan kepatuhan wajib
pajak orang pribadi di KPP Pratama Sukoharjo.
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TEORI

1. Theory Of Planned Behaviour (TPB)

Theory Of Planned Behaviour (TPB) dirumuskan untuk melengkapi Theory Of Reasoned Action (TRA) yang
dirumuskan oleh Ajzen dan Fishbein. Teori tersebut menjelaskan bahwa niat berperilaku yang dihasilkan dari
perilaku manusia dan bersumber dari faktor internal dan eksternal. Teori ini penting dalam menjelaskan perilaku
wajib pajak yang sah dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Secara sederhana, niat kepatuhan pajak
merupakan niat yang dimiliki Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku (Anugrah & Fitriandi, 2022).

2. Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak dasarnya dibagi menjadi dua yaitu kepatuhan formal dan material. Kepatuhan formal
yaitu suatu kondisi wajib pajak dapat patuh terhadap kewajiban pajak sesuai dengan yang diatur dalam undang-
undang. Kepatuhan material adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mematuhi kelengkapan material dan
kewajiban formal ketika pada proses kepatuhan formal. Wajib pajak harus mematuhi peraturan perpajakan karena
penting untuk membangun lingkungan perpajakan dan dapat melaksanakan semua kewajiban perpajakannya
(Trihana & Ismunawan, 2022). Indikator kepatuhan wajib pajak menurut As’ari (2018) yaitu :

a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak.

b. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.
c. Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar.

d. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajaknya.

3. Insentif Pajak

Insentif pajak adalah keringanan yang diberikan oleh Dirjen pajak kepada wajib pajak (Sinambela, 2020: 49).
Insentif pajak memiliki pengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena wajib pajak
mendapatkan kemudahan dan keringanan dalam membayar pajak. Selama pandemic covid-19, pemerintah
mengeluarkan kebijakan mengenai insentif pajak yang mana bertujuan untuk meningkatkan penerimaan pajak
Negara (Hanifahsari & Setiadi, 2023). Indikator insentif pajak meliputi meringankan beban wajib pajak,
mengedukasi manfaat pajak, mengurangi beban biaya dan meningkatkan kepatuhan pajak (Sitorus, 2020).

4. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak mengacu pada tingkat pemahaman dan pengetahuan mengenai pencapaian wajib pajak
yang telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal tersebut akan menyebabkan tanggung jawab wajib pajak agar
melunasi pajak akan meningkat (Hidayati & Muniroh, 2023). Permata (2020) mengemukakan bahwa semakin
tinggi kesadaran wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan maka semakin besar kemauan membayar pajaknya.
Menurut As’ari (2018) indikator kesadaran wajib pajak antara lain:

a. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak.

b. Kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) secara tepat waktu.
c. Kepatuhan wajib pajak dalam menghitung dan membayar pajak dengan benar.

d. Kepatuhan wajib pajak dalam membayar tunggakan pajaknya.

5. Sanksi Pajak

Sanksi perpajakan adalah efek yang terjadi karena kesalahan atau pelanggaran oleh wajib Pajak terhadap
undang-undang perpajakan (Noviyanti & Febrianti, 2021). Pada dasarnya, sanksi ditetapkan untuk menjaga agar
perilaku tetap sejalan dengan standar yang berlaku. Indikator sanksi pajak menurut As’ari (2018) yaitu :

a. Sanksi pajak dikenakan bagi pelanggar aturan pajak.
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b. Pengenaan sanksi pajak yang cukup berat merupakan salah satu cara untuk mendidik wajib pajak.
c. Pengenaan sanksi pajak kepada pelanggarnya tanpa toleransi.

6. E-Billing

E-Billing merupakan cara pembayaran pajak secara elektronik dengan mengaplikasikan kode billing. E-billing
banyak digunakan karena dapat memudahkan pembayaran pajak karena menghemat waktu sehingga wajib pajak
merasa lebih senang dan puas (Visrizamet & Frinaldi, 2022). Menurut Sari (2021) indikator E-Billing meliputi:

a. Kemudahan dalam pembayaran pajak.

b. Kemudahan dalam menggunakan sistem

c. Mempercepat proses pembayaran pajak.

d. Kemudahan dan kecepatan dalam mengakses.

7. Kerangka Hipotesis
Dalam penelitian ini menggunakan 4 varibael independen dan 1 variabel dependen. Berikut disajikan
kerangka penelitian.

[ Insentif Pajak (1)

Pajak (Y)

Kesadaran Wajib
Pajak (X2)

Kepatuhan Wajib }

Sanksi Pajak (X3)

E-Billing_(X4)

Gambar 1. Kerangka Hipotesis Penelitian
Pengaruh Insentif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Insentif pajak memiliki pengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi karena wajib
pajak mendapatkan kemudahan dan keringanan dalam membayar pajak dengan adanya pemotongan tarif yang
rendah sehingga membuat wajib pajak merasa terbantu dengan adanya insentif pajak tersebut dan meningkatkan
kepatuhan dalam membayarkan pajak pribadi.Penerapan insentif pajak dapat diartikan sebagai faktor pengendali
agar wajib pajak patuh (Al’aisy & Apriyanti, 2022) . Hal tersebut didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh
Hanifahsari & Setiadi (2023) yang mengemukakan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan
terhadap kepatuhan wajib pajak.

H1: Diduga insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang
pribadi di KPP Pratama Sukoharjo.

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi
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Kesadaran wajib pajak merupakan suatu kondisi secara sadar dan paham atas kewajiban pajak serta
melaksanakannya sesuai dengan ketentuan undang-undang pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan salah satu
faktor penentu apakah wajib pajak memahami tugas dan tanggung jawabnya. Semakin tinggi kesadaran wajib
pajak terhadap ketentuan perpajakaan, maka semakin besar pula tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar
pajak. Penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati., et al (2021) memberikan pandangan bahwa kesadaran atau
pemahaman akan wajib pajak ini sangat berpengaruh terhadap kedisiplinan wajib pajak sehingga akan
meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

H2: Diduga kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
orang pribadi di KPP Pratama Sukoharfjo.

Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

Sanksi pajak merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk meminimalisir
pelanggaran wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Wajib Pajak yang sadar akan sanksi perpajakan akan selalu membayar dan melaporkan pajaknya tepat waktu
karena tidak ingin kehilangan uang untuk membayar denda atau bahkan menghadapi tuntutan pidana (Putri et al,
2022). Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hidayati & Muniroh (2023) yang
mengemukakan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak.

H3: Diduga sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
di KPP Pratama Sukoharjo.

Pengaruh E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi.

E-Billing adalah sistem pembayaran yang dalam prosesnya menggunakan kode billing. Kemajuan
teknologi informasi menuntut masyarakat untuk mempelajari dan mengimplementasikan hal yang baru khususnya
pada sistem pembayaran pajak. Penggunaan e-billing pada dasarnya bertujuan agar transaksi yang dijalankan dapat
mudah, cepat, dan dapat diyakini kebenarannya. E-Billing dapat memudahkan wajib pajak dalam membayar
tagihan pajaknya. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang disampaikan oleh Visrizamet & Frinaldi (2022)
yang mengemukakan bahwa penggunaan e-billing dilakukan untuk meringkas waktu, dan dapat diaplikasikan
dimana saja karena berbasis internet sehingga akan memberikan kepuasan kepada wajib pajak.

H4: Diduga E-Billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
di KPP Pratama Sukoharjo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif merupakan sebuah metode untuk
melakukan penelitian terhadap populasi atau sampel, dengan mengumpulkan data disertai teknik analisis
kuantitatif guna menguji hipotesis (Sugiyono, 2022). Penelitian dilakukan di KPP Pratama Sukoharjo. Sumber
data dibedakan menjadi dua yaitu primer & sekunder (Sugiyono, 2022). Pada penelitian ini menerapkan sumber
data primer dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama
Sukoharjo. Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan
karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya
(Sugiyono, 2022). Jumlah populasi sebesar 600.008 wajib pajak. Sedangkan sampel adalah bagian dari jumlah
yang dimiliki populasi (Sugiyono, 2022). Jumlah sampel ditentukan menggunakan slovin sehingga diperoleh
sampel sebesar 100 wajib pajak. Analisis data dilakukan setelah seluruh data responden dikumpulkan dengan
menggunkan uji instrumen data, uji asumsi klasik, regresi linear berganda, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN
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Kuesioner disebarkan kepada wajib pajak orang pribadi berjumlah 100 yang terdiri dari 67 orang laki-laki
dan 33 orang perempuan. Dari hasil uji validitas X1, X2, X3, dan X4 dinyatakan valid dengan nilai r hitung>r
tabel 0,170. Untuk uji reliabilitas Cronbach’s Alpa > 0,60 maka semua variabel independen dinyatakan reliabel.

Tabel 3. Uji Normalitas
Nilai Asymp Sig (2-tailed) Keterangan
0,525 Data berdistribusi normal
Diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) data adalah sebesar 0,525 lebih besar dari 0,05 sehingga data
dinyatakan normal.

Tabel 4. Uji Multikolonieritas

Variabel Tolerance VIF
Insentif pajak 0.907 1.103
Kesadaran wajib pajak 0.974 1.026
Sanksi pajak 0.523 1.914
E-Billing 0.550 1.819

Tidak terjadi korelasi antar variabel independen karena nilai tolerance semua variabel independen lebih dari 0,10
dan nilai VIF kurang dari 10.
Tabel 5. Uji Heterokedastisitas

Variabel Signifikansi
Insentif pajak 0.277
Kesadaran wajib pajak 0.806
Sanksi pajak 0.730
E-Billing 0.675

Semua data yang diuji mempunyai signifikansi lebih dari 0,05 sehingga tidak terjadi heterokedastisitas.

Dari hasil analisis regresi linear berganda diperoleh Y=17.225+0.033X1+0.051X2+0.057X3-0.031X4+e.
Apabila variabel independen tidak mengalami kenaikan atau nilainya nol, maka variabel dependen mempunyai
nilai sebesar 17.225. Kemudian jika variabel insentif pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga
meningkat sebesar 0.033. Variabel kesadaran wajib pajak yang meningkat, maka kepatuhan wajib pajak meningkat
sebesar 0.806. Sanksi pajak meningkat, maka kepatuhan wajib pajak juga meningkat sebesar 0.057. Apabila E-
Billing mengalami penurunan, maka kepatuhan wajib pajak juga menurun sebesar 0.031.

Tabel 6. Uji t
Variabel Sig
Insentif pajak 0.003
Kesadaran wajib pajak 0.002
Sanksi pajak 0.001
E-Billing 0.816

Dari hasil uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel insentif pajak, kesadaran wajib pajak, dan sanksi pajak
berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan E-Billing tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 7. Koefisien Determinasi
R Square Adjusted R Square
0.688 0.674

Hasil pengolahan data menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,674 atau 67.4%. Hasil ini menunjukkan
nilai 67.4% dari nilai variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independent. Sisanya 32.6%
dipengaruhi faktor lain yang tidak termasuk dalam model analisis.

Hasil pengolahan data terhadap hipotesis yang diajukan menjelaskan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pengaruh insentif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi

Insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP
Pratama Sukoharjo. Dalam teori planned behaviour, insentif pajak merupakan faktor eksternal untuk mendorong
wajib pajak pribadi patuh terhadap kewajibannya. Insentif pajak memiliki pengaruh untuk meningkatkan
kepatuhan wajib pajak karena mendapatkan kemudahan dan keringanan dalam membayar pajak dengan adanya
pemotongan tarif yang rendah sehingga membuat wajib pajak merasa terbantu dengan adanya insentif pajak
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tersebut dan meningkatkan kepatuhan dalam membayarkan pajak pribadi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan
penelitian Andreansyah & Farina (2022) insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan
wajib pajak.
2. Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
di KPP Pratama Sukoharjo. Hal ini relevan dengan teori planned behaviour bahwa kepatuhan wajib pajak
dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal yang ada. Faktor internal berasal dari diri wajib pajak itu
sendiri sedangkan faktor eksternal berasal dari lingkungan sekitar mereka. Karena kesadaran dalam membayar
pajak dipengaruhi dari diri sendiri, maka hal itu akan menentukan patuh dan tidaknya seseorang dalam membayar
pajak. Penelitian ini sejalan dengan Siregar (2017) bahwa semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka kepatuhan
wajib pajak semakin meningkat.
3. Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
Sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
Berdasarkan teori planned behaviour, sanksi merupakan faktor eksternal dari wajib pajak, semakin tinggi sanksi
yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan wajib pajak
dalam membayarkan pajak tersebut. Wajib pajak merasa jera terhadap sanksi yang diberikan apabila tidak patuh.
Selaras dengan Rahayu (2017) bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
4. Pengaruh E-Billing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi
E-Billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini membuktikan sebagia besar wajib
pajak belum dapat memahami aplikasi pajak e-billing dengan baik, karena disebabkan kurangnya sosialisasi dari
pihak pemungut pajak secara penuh, dan tidak semua wajib pajak memiliki aplikasi E-Billing sehingga tidak
berdampak pada kepatuhan wajib pajak. Sesuai dengan teori planned behaviour, apabila edukasi yang diberikan
masih minim dalam menerapkan teknologi untuk mempermudah melaporkan pajak orang pribadi, maka wajib
pajak tidak mengetahui penggunaan dan kemudahan akses E-Billing.. Hasil penelitian ini mendukung penelitian
Arifin & Syafii (2019) menunjukkan penerapan E-Billing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib
pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan, bahwa variabel insentif pajak, kesadaran wajib pajak, dan
sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, namun E-Billing tidak
berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Saran bagi penelitian selanjutnya untuk dapat menambah variabel
independen yang lain serta melakukan penelitian dengan objek penelitian pada wajib pajak badan. Kemudian bagi
pihak KPP Pratama Sukoharjo untuk memberikan edukasi secara rutin kepada wajib pajak pribadi tentang insentif
dan sanksi pajak sehingga wajib pajak memiliki pemahaman dan kesadaran untuk melapor.
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